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 Prakata

Hukum hak asuh anak pascaperceraian merupakan salah satu bidang 
yang memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks hukum keluarga 

dan perlindungan hak-hak anak. Perceraian merupakan suatu proses yang 
tidak hanya melibatkan kedua belah pihak suami dan istri, tetapi juga meme-
ngaruhi kehidupan anak-anak yang merupakan hasil dari perkawinan terse-
but. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terkait hukum hak asuh 
anak pascaperceraian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa 
kepentingan dan kebutuhan anak-anak terpenuhi dengan baik.

Hak asuh anak pascaperceraian mencakup berbagai aspek, mulai dari 
keputusan terkait tempat tinggal anak, pendidikan, kesehatan, hingga nafkah 
dan perlindungan secara umum. Dalam banyak kasus, hak asuh anak dapat 
diberikan kepada salah satu dari kedua orang tua (hak asuh tunggal) atau 
dibagi antara kedua orang tua (hak asuh bersama). 

Prinsip yang dijunjung tinggi dalam menentukan hak asuh anak pasca 
perceraian adalah kepentingan terbaik anak. Hal ini berarti bahwa kepu-
tusan terkait hak asuh harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti 
hubungan anak dengan masing-masing orang tua, kemampuan orang tua 
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untuk memenuhi kebutuhan anak, serta keinginan anak yang telah cukup 
umur dan memiliki kapasitas untuk mengemukakan pendapatnya.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi anak-anak pascaperce-
raian menjadi sangat penting. Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan 
berkembang dalam lingkungan yang aman, stabil, dan penuh kasih sayang 
dari kedua orang tua, meskipun orang tua tersebut telah bercerai. Oleh karena 
itu, pemahaman yang baik tentang hukum hak asuh anak pascaperceraian 
tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga lembaga-lem-
baga hukum dan masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan bahwa 
hak-hak anak dilindungi dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

vi



 Daftar Isi

Prakata ........................................................................................................... v
Daftar Isi ...................................................................................................... vii

BAB I
PRAWACANA: HAK ASUH ANAK PASCAPERCERAIAN 
DALAM HUKUM ISLAM .............................................................1

BAB II
HAK ASUH ANAK .......................................................................5
 Pengertian Hak Asuh Anak ................................................................. 5
 Dasar Hukum Hak Asuh Anak ........................................................... 7
 Syarat-Syarat Hak Asuh Anak ............................................................. 8
 Masa Hak Asuh Anak......................................................................... 10
 Pihak-Pihak yang Berhak dalam Mengasuh Anak ......................... 11

vii



BAB III
HAKIKAT PERCERAIAN ............................................................13
 Pengertian Perceraian ......................................................................... 13
 Dasar Hukum Perceraian ................................................................... 15
 Rukun Perceraian ................................................................................ 20
 Syarat Perceraian ................................................................................. 27
 Penceraian Menurut Pandangan Ulama .......................................... 29

BAB IV
MACAM-MACAM PERCERAIAN ..............................................33
 Talak Raj’i ............................................................................................. 33
 Talak Ba’in ............................................................................................ 34

BAB V
HAK-HAK ANAK PASCAPERCERAIAN ORANG TUA ..............37
 Pemeliharaan Anak dalam Islam (Hadanah) .................................. 37
 Hak Nafkah Anak ............................................................................... 40
 Hak Menerima Pendidikan ............................................................... 42
 Hak Anak Menerima Biaya Kesehatan ............................................ 44
 Hak Waris Anak .................................................................................. 45

BAB VI
PENGARUH PERCERAIAN KEPADA ANAK .............................51
 Perceraian dan Pengaruhnya pada Kehidupan Anak .................... 51
 Cara Memberitahu Perceraian Kepada Anak ................................. 55
 Hal-Hal yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Setelah 

Bercerai ................................................................................................ 57

viii



BAB VII
ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK 
PASCAPERCERAIAN ORANG TUA ..........................................59

Daftar Pustaka............................................................................................. 67
Profil Penulis ............................................................................................... 71

ix



x



BAB I
PRAWACANA: HAK ASUH ANAK  
PASCAPERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

Pernikahan dalam hukum Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat 
atau biasa disebut sebagai mitsâqân ghalὶzon. Pernikahan mengikat 

suami dan istri dalam ketaatan terhadap perintah Allah Swt. serta pelak-
sanaan ibadah (Hakim, 2000: 13). Dalam pandangan ini, pernikahan 
bukan hanya sekadar ikatan sosial, melainkan juga memiliki dimensi 
spiritual yang mendalam. Hal ini tecermin dalam hak dan kewajiban yang 
timbal balik antara suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan dalam 
pernikahan tersebut (Supeno, 2008: 13). Hal ini sebagaimana dijelaskan 
dalam firman Allah Swt. dalam surah Ar-Rum ayat 21 berikut ini.
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نُوْٓا 
ُ
سْك

َ
ت ِ
ّ
ل زْوَاجًا 

َ
ا مْ 

ُ
سِك

ُ
نْف

َ
ا نْ  مِّ مْ 

ُ
ك

َ
ل قَ 

َ
خَل  

ْ
ن

َ
ا يٰتِهٖٓ 

ٰ
ا وَمِنْ 

وْمٍ 
َ
ق ِ

ّ
ل يٰتٍ 

ٰ
ا

َ
ل ذٰلِكَ  فِيْ   

َّ
اِن رَحْمَةًۗ  ةً وَّ وَدَّ مْ مَّ

ُ
بَيْنَك  

َ
يْهَا وَجَعَل

َ
اِل

٢١
َ

رُوْن
َّ
ك

َ
تَف يَّ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu 
merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta 
dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. 
Ar-Rum: 21)

Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan di Indonesia memiliki 
dampak yang luas. Perkawinan di Indonesia tidak hanya terkait dengan 
aspek hukum perdata, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta 
bersama, kedudukan anak, serta hak dan kewajiban orang tua. Tetapi, 
melibatkan hubungan-hubungan adat istiadat, termasuk kewarisan, 
kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan. Selain itu, perkawinan 
berimplikasi pada kewajiban untuk mentaati perintah dan larangan 
agama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun 
dengan sesama manusia (muamalah) dalam kehidupan sehari-hari. Hal 
ini bertujuan untuk mencapai keselamatan, baik di dunia maupun di 
akhirat (Hadikusuma, 2007: 8).

Pernikahan dalam Islam seharusnya dijalani dengan komitmen 
seumur hidup hingga salah satu pasangan meninggal dunia. Namun 
dalam situasi tertentu, ada keadaan yang membutuhkan perpisahan 
dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan jika melanjutkan hubungan 
tersebut maka akan menimbulkan kerugian. Dalam konteks ini, Islam 
mengizinkan perceraian sebagai solusi terbaik. Beberapa faktor utama 
yang menjadi penyebab perceraian adalah masalah ekonomi, kekerasan 
dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan faktor lainnya.

Sama seperti pernikahan yang menetapkan hak dan kewajiban, 
perceraian juga memiliki konsekuensi hukum bagi kedua pasangan serta 
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BAB II
HAK ASUH ANAK

Pengertian Hak Asuh Anak
Hak asuh anak adalah bagian integral dari proses perceraian dan pemi-
sahan pasangan yang memiliki anak. Ini mencakup beragam kewajiban, 
hak, dan tanggung jawab terhadap anak yang perlu diatur serta dilindungi 
dalam konteks hukum dan sosial. Pemahaman yang mendalam menge-
nai hak asuh anak sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan 
kepentingan terbaik anak di tengah dinamika keluarga yang berubah.

Hak asuh anak mengacu pada hak dan kewajiban orang tua atau wali 
untuk merawat, mendidik, serta mengasuh anak mereka. Ini mencakup 
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berbagai aspek kehidupan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, kegi-
atan sosial, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau pene-
lantaran. Hak asuh anak juga mencakup hak anak untuk memperoleh 
perhatian, kasih sayang, dan perlindungan yang memadai sesuai dengan 
usianya.

Sementara itu, hadanah adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara 
etimologis berarti menjaga anak yang belum mampu mengurus dirinya 
sendiri dari hal-hal yang berpotensi menyakiti mereka karena belum 
mencapai tahap pengenalan diri yang utuh (tamyiz). Oleh karena itu, 
hadanah juga mengacu pada proses pendidikan dan perawatan anak sejak 
lahir hingga mampu mandiri dalam mengurus diri sendiri, yang biasanya 
dilakukan oleh anggota keluarga dekat anak tersebut (Ghazali, 2003: 175).

Dalam literatur fikih, hadanah sering didefinisikan dengan beberapa 
istilah sebagai berikut.
1. Menurut Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabiq, pemeliharaan terhadap anak kecil, baik laki-
laki maupun perempuan atau anak yang memiliki keterbatasan 
intelektual. Hal ini merujuk pada sikap memperhatikan anak-anak 
yang belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk, belum 
bisa mandiri, belum tahu cara menjaga diri, dan belum memiliki 
pemahaman untuk melindungi diri dari hal-hal yang berpotensi 
menyakiti atau membahayakan (Sabiq, 1983: 228).

2. Menurut Wahhab Zuhaili
Menurut Wahbah Zuhaili, pendidikan terhadap anak yang memiliki 
hak hadanah merujuk pada upaya mendidik dan menjaga individu 
yang tidak mampu mengurus kebutuhan dirinya sendiri dari hal-hal 
yang berpotensi membahayakan. Hal ini karena ketidakmampu-
annya untuk membuat pilihan, seperti anak kecil dan orang yang 
mengalami gangguan mental.

3. Menurut imam Abi Zakaria An-Nawawi
Menurut Imam Abi Zakaria An-Nawawi, pemeliharaan terhadap 
anak yang belum mencapai usia mumayiz dan belum mampu untuk 
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BAB III
HAKIKAT PERCERAIAN

Pengertian Perceraian
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 185), perceraian merujuk 
pada akhir dari hubungan atau ikatan pernikahan antara seorang pria dan 
wanita (suami dan istri). Dalam bahasa Arab, perceraian dikenal dengan 
istilah talak. Dari segi definisi syariah, talak adalah istilah yang diguna-
kan untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Istilah ini berasal dari masa 
Jahiliah dan terus digunakan dalam konteks syariah (Thalib, 1986: 115).

Secara bahasa, talak merujuk pada tindakan melepaskan ikatan atau 
membebaskan sesuatu. Namun dalam konteks syariah, talak memiliki 
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pengertian yang lebih spesifik, yaitu melepaskan ikatan akad nikah 
dengan menggunakan lafaz tertentu (As’ad, 1979: 135). Talak merujuk 
pada tindakan membuka atau membatalkan ikatan perjanjian, sementara 
furqoh mengacu pada proses bercerai yang merupakan kebalikan dari 
berkumpul. Kedua istilah ini memiliki pengertian umum dan khusus. 
Secara umum, talak mencakup segala bentuk perceraian yang dijatuhkan 
oleh suami atau yang ditetapkan oleh hakim. Namun dalam penger-
tian khusus, talak mengacu pada perceraian yang diinisiasi oleh suami 
(Soemiyati, 1974: 103).

Menurut hukum Islam perkawinan dapat berakhir karena beberapa 
alasan, seperti kematian salah satu pasangan, perceraian, atau putusan 
pengadilan. Perceraian adalah bagian dari perkawinan karena tidak ada 
perceraian tanpa perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan adalah awal 
dari kehidupan bersama suami dan istri, sedangkan perceraian adalah 
akhir dari hubungan pernikahan. Meskipun setiap orang mengharapkan 
perkawinan dapat bertahan sepanjang masa, tidak jarang perkawinan 
berakhir dengan perceraian. Meskipun telah berusaha semaksimal mung-
kin, beberapa perkawinan terpaksa berakhir dengan perceraian karena 
tidak sesuai dengan harapan awal.

Islam telah menetapkan batasan-batasan hak dan tanggung jawab 
suami dan istri agar perkawinan berjalan dengan damai, kasih sayang, 
dan berkah. Jika ada pelanggaran hak atau kewajiban, Islam memberikan 
petunjuk untuk mengatasinya dan mengembalikan hubungan ke jalan 
yang benar. Namun, jika krisis dalam rumah tangga tidak dapat diatasi, 
Islam memberikan opsi perceraian sebagai jalan keluar. Walaupun perce-
raian tersebut sah secara hukum, Allah Swt. tidak menyukai perceraian 
dan mengharapkan agar perkawinan berjalan dengan baik tanpa harus 
berakhir dengan perceraian.

Para ulama telah memberikan berbagai pendapat tentang pengertian 
perceraian yang bervariatif, dengan inti sebagai berikut.
1. Menurut A. Fuad Sa’id, perceraian adalah saat perkawinan suami 

istri terputus karena kurangnya harmoni di rumah tangga atau alas-
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BAB IV
MACAM-MACAM PERCERAIAN

Talak Raj’i
Talak raj’i adalah suatu talak di mana suami memiliki hak untuk merujuk 
istri tanpa kehendaknya. Talak raj’i ini disyaratkan pada istri yang telah 
digauli (Rusyd, 1990: 476). Menurut Muhammad Jawad Al-Mughniyyah 
(1988: 451), talak raj’i adalah talak di mana suami masih memiliki hak 
untuk kembali kepada istrinya (rujuk) selama istrinya masih dalam masa 
‘iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Ahmad Azhar 
Basyir (2007: 76) juga berpendapat bahwa talak raj’i memungkinkan 
suami untuk kembali kepada mantan istrinya tanpa perlu menikah ulang.
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Dengan demikian, talak raj’i adalah talak di mana suami memiliki 
hak untuk kembali kepada istrinya tanpa perlu pernikahan baru, selama 
istri tersebut masih dalam masa ‘iddah. Dalam Al-Qur’an diungkapkan 
bahwa talak raj’i adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan 
dari pihak istri, di mana suami boleh rujuk kepada istri, sebagaimana 
firman Allah Swt. berikut ini.

سْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ  
َ
وْ ت

َ
اِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ ا

َ
تٰنِۖ  ف اقُ مَرَّ

َ
ل لطَّ

َ
ا

آ 
َ
اف خَ

َّ
 ي

ْ
ن

َ
آ ا

َّ
ا اِل ٔـً تَيْتُمُوْهُنَّ شَيْ

ٰ
آ ا وْا مَِّ

ُ
خُذ

ْ
 تَأ

ْ
ن

َ
مْ ا

ُ
ك

َ
 ل

ُّ
ل حِ

َ
ا ي

َ
وَل

  ۙ ِ
ّٰ

ا يُقِيْمَا حُدُوْدَ الل
َّ
ل
َ
تُمْ ا

ْ
 خِف

ْ
اِن

َ
ۗ  ف ِ

ّٰ
ا يُقِيْمَا حُدُوْدَ الل

َّ
ل
َ
ا

ا 
َ

ل
َ
ِ ف

ّٰ
كَ حُدُوْدُ الل

ْ
تَدَتْ بِهٖۗ  تِل

ْ
يْهِمَا فِيْمَا اف

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
ل

َ
ف

 
َ

لِمُوْن ٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰ ول
ُ
ا
َ
ِ ف

ّٰ
تَعَدَّ حُدُوْدَ الل تَعْتَدُوْهَاۚ وَمَنْ يَّ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) 
menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) 
dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) 
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan 
istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. 
Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan 
batas-batas (ketentuan) Allah maka keduanya tidak berdosa atas bayaran 
yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-
batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang 
melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang 
zalim.” (QS. Al-Baqarah: 229)

Talak Ba’in
Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal (1986: 411), talak ba’in adalah 
talak yang benar-benar memutuskan hubungan suami istri, di mana suami 
tidak dapat merujuk istrinya secara sepihak. Dengan kata lain, talak ba’in 
merupakan talak yang memutuskan perkawinan secara penuh sehingga 
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BAB V
HAK-HAK ANAK PASCAPERCERAIAN  
ORANG TUA

Pemeliharaan Anak dalam Islam (Hadanah)
Anak adalah individu di bawah usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam 
kandungan. Anak yang dianggap sah adalah yang lahir dari perkawinan 
yang sah. Perlindungan anak mencakup semua upaya untuk memasti-
kan bahwa anak-anak memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi 
sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hak-hak anak adalah 
bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijaga, dilindungi, dan 
dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
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Anak adalah anugerah dari Allah Swt. yang harus dijaga dan dirawat 
dengan penuh kasih sayang serta cinta. Merawat anak tidak hanya terkait 
dengan pertumbuhan fisik dan materi, tetapi juga mencakup perkem-
bangan psikologis serta mentalnya selama masa pertumbuhan.

Menurut kitab Fathul Mu’in, hadanah mengacu pada mendidik anak 
yang belum mampu mengatur dirinya sendiri hingga menjadi dewasa. 
Fuqoha mendefinisikan hadanah sebagai memelihara anak kecil yang 
masih bergantung, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, pemeliharaan atau pengasuhan adalah proses 
atau cara merawat seseorang yang belum mandiri, termasuk mendidik 
dan melindungi dari potensi bahaya.

Kamal Muchtar (2006: 129) menjelaskan bahwa pengasuhan bera-
sal dari kata al-hidnu yang berarti rusuk. Istilah pengasuhan kemudian 
digunakan untuk merujuk pada pendidikan anak karena ibu yang meng-
gendong anaknya sering kali meletakkan anak tersebut di bagian tulang 
rusuknya.

Secara etimologi, pengasuhan berasal dari kata al-jamb yang meng-
artikan posisi di samping atau di bawah ketiak (Manzhur, tt: 911). Hal 
ini juga mencakup arti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk, 
seperti menggendong atau meletakkan sesuatu di pangkuan (Zein, 2004: 
166). Dalam konteks pengasuhan anak, hal ini merujuk pada merawat dan 
mendidik seseorang yang belum dewasa atau yang kehilangan kemam-
puannya sehingga tidak dapat melakukan keperluan sendiri.

Pengasuhan anak merupakan sistem yang mencakup pemeliharaan, 
pendidikan, perlindungan, dan pengelolaan harta benda hingga anak 
tersebut dewasa atau mandiri. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan 
utama memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang, kelekatan, kese-
lamatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hubungan dengan orang 
tua atau pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak (Ismail, 
2012: 165).

Pengasuhan anak secara konseptual adalah usaha orang dewasa 
di lingkungan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar anak agar 
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BAB VI
PENGARUH PERCERAIAN KEPADA ANAK

Perceraian dan Pengaruhnya pada Kehidupan Anak
Perceraian adalah situasi yang sulit dipahami oleh anak-anak. Ketika diberi 
tahu tentang perceraian, anak mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa 
yang sedang dibicarakan oleh orang tuanya. Anak baru akan menunjuk-
kan reaksi setelah menyadari bahwa salah satu orang tuanya tidak tinggal 
bersama mereka lagi. Anak tidak memahami mengapa banyak hal berubah. 
Setelah semua terjadi, anak mulai bertanya-tanya mengapa perceraian ini 
bisa terjadi. Situasi menjadi tidak menyenangkan bagi anak ketika berada 
di lingkungan yang mengejek mereka karena berasal dari keluarga yang 
bercerai.
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Hampir bisa dipastikan bahwa perceraian memiliki dampak pada 
anak-anak. Pada awalnya, anak akan merasa marah, kecewa, dan terkejut. 
Meskipun sebelum perceraian terjadi, anak sering mendengar orang tuanya 
bertengkar. Bahkan dalam kesehariannya, anak mungkin memiliki bebe-
rapa teman yang orang tuanya bercerai. Namun, anak tetap akan merasa 
terkejut dan bingung dengan perceraian ini. Sering kali anak berpikir 
bahwa orang tua lain bisa bercerai, tetapi orang tuanya tidak akan bercerai.

Anak juga merasa takut dan cemas kehilangan kasih sayang dari orang 
tuanya. Selain itu, mereka memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. 
“Apakah saya harus pindah rumah dan sekolah? Dengan siapa saya akan 
tinggal? Apakah saya masih bisa bertemu dan berkomunikasi dengan ayah 
atau ibu saya? Apakah orang tua saya masih menyayangi saya? Apakah saya 
akan ditelantarkan?” Pertanyaan-pertanyaan ini membuat anak merasa 
cemas karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Perubahan perilaku juga 
sering terjadi pada anak dan bentuknya bisa bermacam-macam. Pada anak 
usia dini laki-laki, mereka biasanya menjadi lebih ribut, lebih pemarah, 
dan seolah-olah tidak kehabisan energi sehingga selalu bergerak. Ada 
juga anak yang menarik diri dari teman-temannya dan lebih suka duduk 
sendiri. Dalam kegiatan kelompok, anak-anak ini lebih sering mengganggu 
daripada bekerja sama.

Anak perempuan biasanya lebih diam. Anak perempuan usia dini 
sering kali menjadi sangat perhatian terhadap kerapihan, berusaha menjadi 
anak yang baik, dan meniru sikap orang tua atau guru saat menggurui 
atau memarahi orang lain. Mereka menjadi seperti “anak dewasa”. Namun, 
baik anak laki-laki maupun perempuan pasti merasa sedih, lebih sering 
menangis, dan lebih banyak menuntut.

Sebagian anak usia dini lainnya juga mengalami perubahan yang 
berbeda-beda. Anak yang semula mandiri menjadi tidak mandiri. Ada 
yang kembali menghisap jempol, menggunakan empeng, ngompol, selalu 
membawa selimut atau bantal masa kecilnya, dan meminta disuapi. Hal 
ini terjadi karena mereka merasa tidak nyaman. Bahkan, terkadang anak 
juga mengalami mimpi buruk selama berhari-hari.
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BAB VII
ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK 
PASCAPERCERAIAN ORANG TUA

Perceraian dalam sebuah keluarga tidak hanya berdampak pada 
hubungan antara suami istri, tetapi juga memengaruhi hak-hak anak 

yang terlibat dalam situasi tersebut. Hak-hak anak pascaperceraian orang 
tua menjadi sebuah isu penting yang perlu mendapat perhatian serius, baik 
dari segi hukum, sosial, maupun psikologis. Praktik pemenuhan hak-hak 
anak pascaperceraian menjadi sebuah tantangan kompleks yang mengha-
ruskan untuk melakukan analisis mendalam.

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga memunculkan tanggung jawab 
moral dan hukum yang besar bagi orang tua, terlebih lagi setelah terjadinya 
perceraian. Salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan adalah 
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pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian orang tua. Hal ini meliputi 
hak anak atas kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan perlindungan 
yang seharusnya tetap terjaga walaupun kedua orang tua telah bercerai.

Dalam kaitannya dengan harta waris, anak-anak tetap memiliki hak 
untuk menerima bagian dari warisan orang tua mereka, meskipun orang 
tua telah bercerai. Ini berkaitan dengan prinsip bahwa perceraian tidak 
mengubah status anak sebagai ahli waris yang sah dari orang tua mereka. 
Namun, realitasnya sering kali lebih kompleks daripada sekadar peme-
nuhan hak-hak ini secara formal.

Pola kebiasaan orang tua sering kali hanya mencakup pemenuhan 
hak-hak dasar, seperti pendidikan, biaya hidup sehari-hari, seperti 
makanan, minuman, dan fasilitas lainnya. Namun, hak-hak anak seja-
tinya meliputi lebih dari itu. Seorang anak harus dijamin untuk hidup 
dan berkembang secara optimal, sesuai dengan martabat kemanusiaan, 
mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, dan memiliki 
kualitas kehidupan yang baik serta berakhlak mulia (Yustisia, 2010: 68).

Orang tua sering kali memiliki pemahaman minim tentang peme-
nuhan hak-hak anak yang terbatas pada aspek biaya hidup, pendidikan 
formal dan non-formal, makanan, minuman, tempat tinggal, dan ibadah. 
Banyak orang tua mengakui bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya meme-
nuhi hak-hak anak karena keterbatasan ekonomi atau biaya hidup yang 
tinggi. Orang tua berpendapat bahwa mereka memenuhi hak-hak anak 
sesuai dengan kemampuan ekonomi yang mereka miliki.

Pemenuhan nafkah anak pascaperceraian oleh orang tua masih belum 
dilakukan secara memadai dalam kehidupan masyarakat. Banyak orang 
tua yang setelah bercerai tidak mampu atau bahkan tidak mau memenuhi 
kewajiban sesuai dengan putusan pengadilan.

Kurangnya hubungan yang baik antara mantan suami dan anak-anak 
sering kali menyebabkan ketidakpatuhan mantan suami dalam meme-
nuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Banyak ditemukan setelah 
perceraian, seorang ayah tidak memedulikan anak-anaknya tanpa meme-
nuhi kewajiban dalam memelihara anak-anak dengan baik, termasuk 
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